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BUPATI HALIilATIERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa tlerdasarkan data dari Dinas Kesehatan, Pengendalial
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2022 terhadap jumlah anak yang mengalami status gizi
buruk di Kabupaten Halmahera Barat adalah sebanyak 444 allLak
dimana pada 109 anak masuk dalam kategori status gizi huruk
dengan penyakit penyerta yang memerlukan penanganan khusus
pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dengan
fasilitas yang leagkap, dalam upaya untuk meningkatkan status
gizi dan menurrrnkan angka kematian anak akibat gizi buruk di
Kabupaten Haknahera Barat perlu penanganan khusus dari

Mengingat : 1.

Pemerintah Daerah;
brahwa berdasarkan ketentuan Bab II Anggaran Pendapatan dan
Eelanja Daerah huruf D angka 4 huruf d angka 1) dan 3i
Lampiran Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2A2*
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan l)aerait
mengamanatkan bahwa tata cara penggunaan I3elanja Tidak
Terduga (BT-f) keperluan mendesak meliputi kebr-ituhan daerah
dalam rangka pela-vanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan Fengeluaran
Daerah yang beracia diiuar kendali Pemerintah Daerah dan tidak
dapat diprediksi sebelumnya serta amanat peraturan perundang-
unclangan;
bahwa berrlasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dal*n:.
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penetapan Belanja Tidak Terduga (81"1) untuk l{eper"luan
klendesak Pelayanan Dasar Dihiar Kendali dan Tidak Dapar
Diprediksi Sebelumnya dalam Rangka Penanganan tsalita Gizi
Buruk di Kabupaten F{almaher:a Barat Tahun '2023.

Undang-undang Nor:.or 60 Tahun 1q58 tentang Peneklpan
Undang-undang Nomor 23 l)arurat Tahun 1957 tentang
PemLrentukan Daerah*riaerah Swatant.ra Tingkat II l}alam
Wila.vah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-
undang;
Undang-undang Nornor 28 ?ahun 1999 tentang Penvelenggaraan
Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Da:r
Nepotisme;
Undang-undang Nomor 46 Tahun 199q tentang tentang
Ilembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabripaten Bum dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Setragaimana telah ciiubah
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Katrupaten l{almahera LItara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupal.en Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Ut.ara;
Undang-undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
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6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2A04 tentang Perbendaharaan
Itlegara;

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Ilan Tanggungjawab Keuangan Negara;

B. lJndang-unelang Nomor 40 'Iahun 2004 tentang Sistem.Iaminan
Sosial Nasional;

9. Undang-undang Nomor 36 ?ahun 200q tentang Kesehatan;
10.Undang-undang Nomor 23 Tahun '2A14 tentang Pemerintahan

Daerah;
ll.Peraturan Iiemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perirnbangan;
l2.Peraturan Pemerint.ah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan

Pangan dan Gizi;
13.Pelaturan Pemeriltah Nomor L2 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;
l4.Peraturan llresiden Nomor 42 Tahun 2A73 tentang Gerakan

Ilasional Percepatan Perbaikan Gizi;
15.Peraturan Menteri l)alam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2A tentar:g

Fedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerilh;
lb"Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Upaya Perbaikan Gizi;
l7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2AA tentang

Pedoman Gizi Seimbang;
lS.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2O74 tentang

Pernantauan Perturnbuhan, Perkembangan dan Gangguan
Tumbuh Kemtrang Anak;

l9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2A& tcntang
Irusat Kesehatan Masyarakat;

20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2A76 tentar:g
Iredoman Penvelenggaraan Program Indonesia Seha{" dengan
Pendekatan Keluarga;

2l.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Teknis Surveiians Gizi Buruk;

22.Peraturan L{enteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2Ol9 tentang
Penanggi-rlangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit;

23.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Bnrat Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 ?ahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

24.Peraturat Drierah Kabupaten Haknahera Barat Nornor 5 Tahun
'2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten }lalmrihera Barat Tahun Anggaran '2A'23;

25.Peraturan Bupati Haknahera Barat Nomor l.tr Tahun 2{}'2'2
tentang Ferloman Pengelotraan Belaq'a Tidak Terdtiga di
Katrupaten Llalmahera Rarat;

26.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2A22
tentang Percepatan Penurunan Stunting;

27.Peraturan liupati l{almahera Barat Nnmor 69 Tahun 2*2'},
tentang Penjatraran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmah.era Barat Tahun Anggaran 2A23;

Memperhatikan : Proposal Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Pencluduk dan
Keluarga FJerencana Kab. Flaimahera Barat Nomor: 44/555/2t)23
tanggal 2'2 Mei 2023, perihal : Perrnohonan I3antuan Dana Bra.1.a
Rttjukan Balita Gizi Buruk dengan llenyakit PenSrerta.

MEMUTUSI{AN :

Menetapkan :

KtrSATLI : Penetapaa Belanja Tidak Terduga (BTI|) unl.uk Keperluan
Mendesak Feiayanan Dasar Diluar KendaLi dan Tidak Dap*rt
Dipreriiksi Sebelumn-ya dalam Rangka Penanganan Balita Gizi
Buruk cii Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2{J23"
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?eknis Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksurl f)iktum
Kesatu, diatur oleh Kepala l)inas Kesehatan, pengenclalian
Pencluduk & KB Kab. Halmahera Barat dengan berpedoman
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala SKPD )'ang meiaksanakan Belanja Tidak Terrir-rga {Bfi.}
untuk Keperluari Mendesak sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengajrikan
Rencana KeLrutuhan Belanja Tidak Terduga {}fTT} kepada pplil}
selaku BUD.
Segala bia,r,6 yang akan timbul sebagai akibat ditetapkann-va
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabui:aten Halmahera Barat 'lahun Anggaran
'2023.
Keputusan ini trerlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
padatanggal : 5 Juni ,)?

BUPATI HALMAH BARAT,

JATVIES UANG

Temhusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan l'erwakiian Maluku Litara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jaiiolo,
5. Kepala EIPKD Kab. Halmahera l3arat di Jailoio,

Ass. Bid. Eko & Pemb.

Kadis Kesehatan, PP & KB

l{abag Hukum & Orgs


